
 
 

 

 
 
 

PERATURAN BUPATI BOGOR 
NOMOR 17 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 35 TAHUN 2013 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 

 

BUPATI  BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan 
yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif 
di bidang perencanaan pembangunan daerah guna 

mencapai sasaran dan prioritas Rencana Kerja 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor  di tahun 2014 telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2014; 

  b. bahwa dengan adanya perubahan visi dan misi 
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 serta 

adanya pergeseran, penambahan, dan penghapusan pada 
indikator dan target kinerja program/kegiatan tahun 2014, 
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam   

huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, Perubahan RKPD 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014; 

    

    

   Mengingat:.... 
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BUPATI BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004            
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

    

    

    

    

   7.Undang-Undang.... 
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  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun                     
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4463); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006              

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    
Nomor 4464); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

    

   14. Peraturan.... 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008            

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4816); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008               
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun                
2010-2014; 

  20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Tahun 2014; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

    

    

    

   22. Peraturan.... 
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  22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28         
Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan                 
Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2010-2014; 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 

  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun                    
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2010 Nomor 24 Seri E); 

  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 64); 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127); 

    

    

   29. Peraturan.... 
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  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 37); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008          
Nomor 12); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah 
Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2008 Nomor 13); 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah 
Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2008 Nomor 14); 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008                
Nomor 23); 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008              
Nomor 24); 

  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36); 

    

    

   38. Peraturan.... 
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  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008             
Nomor 27); 

  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008             
Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 37); 

  40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor                   
Nomor 40); 

  41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten            
Bogor 42); 

  42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor                  
Nomor 43); 

  43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 

  44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 10 Tahun 2010); 

  45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah 
Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2011 Nomor 2); 

    

    

    

   46. Peraturan.... 
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  46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 7); 

  47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2011 Nomor 8); 

  48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011                  
Nomor 21); 

  49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2011 Nomor 22); 

  50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah 
Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 64); 

  51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja 
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13); 

  52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja 

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14); 

  53. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 31 Seri E); 

  54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 
Nomor 37); 

    

   MEMUTUSKAN:.... 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 35 TAHUN 2013 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014. 

 

   Pasal I 
 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 
Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2013 Nomor 37), diubah sebagai berikut 

  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, dan ayat (3) dihapus, 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 

    Pasal 2 
 

   (1) RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, 
terhitung berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 dan 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 

   (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 
2013-2018. 

   (3) Dihapus.  
 

  2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut: 

 

    Pasal 7 
 

   (1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 
adalah sebagai berikut : 

    BAB I : PENDAHULUAN 

    BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN 
TRIWULAN II 

    BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN 
RKPD 

    BAB IV : PENUTUP 

       

       

      (2) Isi…. 
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   (2) Isi beserta uraian Dokumen RKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

peraturan ini. 
     

   Pasal II 
 

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Bogor. 
   

   Ditetapkan di Cibinong 

   pada tanggal 25 Juli 2014 

    
 

 

BUPATI BOGOR, 

 
ttd 

 
RACHMAT YASIN 

 

Diundangkan di Cibinong 
 

pada tanggal 25 Juli 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

  

ttd  

  

ADANG SUPTANDAR 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
 

TAHUN 2014 NOMOR 17 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 

 
HERISON 


